
Lampiran Berita Acara 

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD  

Tahun 2025-2029 

Perangkat Daerah :  

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

No Substansi Verifikasi 
Kesesuaian 

Catatan Verifikasi 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

KETENTUAN UMUM 

 

1. 

Renstra Perangkat Daerah 
mempedomani sistematika pada 

Inmen 2 Tahun 2025  

  

Sistematika penyusunan 
renstra sudah 

mempedomani sistematika 

imendagri nomor 2 tahun 
2025. 

KETENTUAN BAB PER BAB 

BAB I PENDAHULUAN 

2. 

Pada Dasar Hukum telah memuat 

Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan 
Pengarustamaan Gender di Daerah 

  

- Belum memuat 

Permendagri 67 tahun 

2011, perlu dimasukkan 
sebagai landasan untuk 

mendukung dokumen 

perencanaan yang 
responsif gender. 

- Belum menggunakan 

Peraturan terbaru terkait 
RPJMN dan RPJMD 

2025-2030. 

- Belum memuat 
peraturan-peraturan 

terkait Desa. 

- Belum memuat 

Inmendagri No 2 Tahun 
2025, Kepmendagri 

terkait kodefikasi 

nomenklatur dan 
peraturan lainnya terkait 

penyusunan Renstra. 
 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3. 

Penyajian Data dan Informasi 

memuat Evaluasi Capaian Kinerja 

PD selama 5 Tahun (Tabel 2.1 SE 
SEKDA)  

  

Telah melampirkan Tabel 

2.1 namun beberapa kolom 

belum lengkap 
keterisiannya dan belum 

sesuai dengan format SE 

Sekda (kolom rasio capaian). 

4. 

Penyajian Anggaran dan Realisasi 
Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 

2.2 SE SEKDA) dibagi berdasarkan 

Komponen Pendapatan (Jika ada) 
dan Komponen Belanja PD 

  

Telah melampirkan Tabel 

2.2 namun keterisian kolom 
belum lengkap. 

 
5. 

Perumusan Permasalahan PD 

dirumuskan dari Hasil Evaluasi 

Capaian Kinerja PD selama 5 tahun 
terakhir 

  

Telah merumuskan 
Permasalahan PD 

dirumuskan dari Hasil 

Evaluasi Capaian Kinerja 
PD selama 5 tahun terakhir 



No Substansi Verifikasi 
Kesesuaian 

Catatan Verifikasi 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. 

Isu Strategis PD mengacu pada 

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 
Perangkat Daerah (Tabel 2.3 SE 

SEKDA) 

  

Telah melampirkan Tabel 

2.3 namun perlu konfirmasi 

kesesuaian permasalahan 
dan isu strategis pada 

narasi dengan tabel 2.3 

BAB  III   TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

7. 

Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan 

dirumuskan dari NSPK dan/atau 

Sasaran RPJMD yang relevan 

  
Tujuan Renstra sesuai 

dengan Sasaran RPJMD 

8. 

Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta 

indikator dan target telah disajikan 

sesuai Tabel 3.1 SE SEKDA 

  

Tabel telah sesuai dengan 

SE SEKDA, namun perlu 

diperhatikan kembali 
kesesuaian target yang telah 

ditentukan oleh Bappenas 

untuk Indikator Persentase 
Desa Mandiri. 

9. 

Strategi PD memuat rencana tindakan 

yang komprehensif berisikan langkah-

langkah/upaya yang akan dilakukan 
untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra 

Perangkat Daerah 

  

Strategi PD telah memuat 
rencana tindakan yang 

komprehensif berisikan 

langkah-langkah/upaya 
yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan/sasaran 

Renstra Perangkat Daerah 

10. 
Penahapan Renstra PD telah disajikan 

sesuai Tabel 3.2 SE SEKDA 
  

Telah menyajikan 

penahapan renstra sesuai 
Tabel 3.2 SE SEKDA 

11. 

Arah Kebijakan Renstra PD mengacu 

pada Teknik Merumuskan Arah 

Kebijakan Renstra PD (Tabel 3.3 SE 

SEKDA) dan Sinkron dengan Arah 
Kebijakan pada RPJMD 

  

Telah menyajikan Tabel 3.3 
namun keterisian tabel 

belum lengkap. Kolom Arah 

Kebijakan RPJMD untuk 
disesuaikan kembali. 

BAB  IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 

URUSAN 

12. 

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 

Renstra PD mengacu pada Teknik 
Merumuskan Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan Renstra PD (Tabel 4.1 SE 

SEKDA) 

  

Perlu disesuaikan kembali  

untuk indikator tujuan dan 

indikator sasaran.  

13. 

Rencana Program / Kegiatan / Sub 
Kegiatan dan Pendanaan Renstra PD 

mengacu pada Tabel 4.2 SE SEKDA 

  

Tabel telah disajikan namun 

belum mengakomodir tabel 

sandingan untuk 12 

program strategis dan Pro 

SN sesuai dengan SE Sekda. 

 

 

14. 

Pagu Program OPD beserta 

indikator dan target telah sinkron 
dengan RPJMD  

  

Pagu Program OPD beserta 
indikator dan target telah 

sinkron dengan RPJMD 

15. 
Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging 
dengan 12 Program Strategis HDCU (jika 

ada) 

  

Sub Kegiatan belum di 

tagging dengan 12 Program 
Strategis HDCU. 

16. 

Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging 
dengan Proyek / Kegiatan Program 

Strategis Nasional (ProSN) (jika ada) 

  

Sub Kegiatan belum di 

tagging dengan Proyek / 
Kegiatan Program Strategis 

Nasional (ProSN).  

17. 

Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam 

Mendukung Program Prioritas 
Pembangunan Daerah dijabarkan pada 

Tabel 4.3 SE SEKDA 

  

Tabel 4.3 sub kegiatan 
prioritas dalam mendukung 

program prioritas 

pembangunan daerah   
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Catatan Verifikasi 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 
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sudah dijabarkan pada 

renstra DPMD 

18. 
PD telah merinci Komponen Belanja 

Tahun 2025-2030 
  

Telah merinci Komponen 
Belanja Tahun 2025-2030  

19. 

Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat 
Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 

4.4 SE SEKDA, yang seluruhnya 

mengacu pada Indikator Tabel 4.3 
RPJMD beserta targetnya. Indikator 

Tabel 4.3 RPJMD dimaksud meliputi IKD 

Aspek yang relevan dengan Tusi OPD 
dan seluruh IKK per Urusan  

  

IKU Dinas PMD telah sesuai 

dengan indikator dan target 

pada Tabel 4.3 RPJMD. 
Namun perlu mereview 

kembali Pokin terkai tujuan 

dan indikator OPD karena 
masih menggunakan 

indikator IDM. 

20. 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat 
Daerah disajikan sesuai dengan 

bersumber dari Indikator Outcome serta 
Indikator lain yang relevan dengan 

Urusan Perangkat Daerah (Tabel 4.5 SE 

SEKDA)  

  

Sudah sesuai namun perlu 
memperhatikan kembali 

indikator lainnya yang 

relevan dengan Urusan 
Perangkat Daerah. 

(Indikator Program pada 

Inmen 2). 

BAB  V PENUTUP 

21. 

Perlu memasukkan 
pengarusutamaan pembangunan, 

sebagai kaidah pelaksanaan yang 
perlu diperhatikan dalam 

pembangunan daerah meliputi : 

1) Gender dan inklusi sosial; 

2) Pembangunan berkelanjutan; 

3) Transformasi digital; 

4) Pembangunan rendah karbon; 
dan 

5) Pembangunan berketahanan 

iklim. 

  

Belum memasukkan point-

point tersebut, agar dapat 

menjabarkan &  dilengkapi. 

(referensi dapat dilihat pada 

bab 5 RPJMD) 

KETENTUAN LAINNYA 

 

22. 

Renstra PD telah memuat sub 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pengumpulan Data Statistik 

Sektoral Daerah 

(X.XX.01.1.01.0008) 

  

Belum diakomodir pada 
renstra. 
 

23. 

Renstra PD telah memuat sub 
Kegiatan Penyelenggaraan 

Walidata Pendukung Statistik 

Sektoral Daerah 
(X.XX.01.1.01.0010) 

  

Telah diakomodir di dalam 

renstra manual namun 
belum di input dalam SIPD.  
 

24. 

Renstra PD telah menganggarkan 

Penyusunan Perubahan Renstra PD 

pada tahun 2027 melalui sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001) 

  
Belum diakomodir pada 

renstra 

 
25. 

Renstra PD telah menganggarkan 

seluruh sub Kegiatan tentang 
Pembinaan Ideologi Pancasila 

(PIP) 

  

Telah diakomodir dalam 

renstra manual namun 

belum diinput kedalam 
SIPD. Terdapat 1 sub 

kegiatan yang mendukung 

PIP yaitu Peningkatan 
Kesadaran Keluarga Dalam 

Membangun Kerja Sama 



No Substansi Verifikasi 
Kesesuaian 

Catatan Verifikasi 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Antar Keluarga, Warga, dan 

Kelompok Masyarakat.  

26. 

Renstra PD diinput di dalam SIPD 

: 

1. Tujuan  

2. Sasaran 

3. Program/Kegiatan/Subkegiata

n 

4. Indikator Kinerja Utama PD 

5. Indikator Kinerja Daerah / 
Indikator Kinerja Kunci PD 

  
Belum selesai penginputan 

Renstra PD di dalam SIPD 

27. DSSD Tahun 2020 – 2025 telah 
diinput dalam E-Walidata SIPD 

  

Terdapat 1 dari 31 usulan 
yang akan diajukan untuk 

tidak digunakan dalam 

modul E-Walidata 
dikarenakan merupakan 

daerah kekhususan                    

(Indikator Laporan 
Kunjungan Ketua Tim 

Penggerak PKK Provinsi 

Papua). 
 

  


